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PUTUSAN
Nomor 785/Pdt.G/2016/PA.Kis.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan

perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 25 tahun, agama lIslam, pendidikan SD, pekerjaan
mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat
tinggal di Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut sebagai
Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan
Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di

Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;
Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan saksi-saksi di depan

persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 September
2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran, dengan
Register Nomor 785/Pdt.G/2016/PA.Kis. tanggal 27 September 2016, yang

isinya pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat adalah seorang yang tidak mampu berdasarkan Surat
Keterangan Desa Bunut Seberang Nomor: 140/395/2010/1X/2016 tanggal
21 September 2016, oleh karena itu Penggugat bermohon kepada Bapak
Ketua Pengadilan Agama Kisaran agar memberikan izin kepada Penggugat

untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);
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2. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 31 Mei 2011
berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 325/25/VI/2011 yang
dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Meranti,
Kabupaten Asahan tanggal 31 Mei 2011;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan akad nikah tersebut di
rumah orangtua Penggugat, dan setelah akad nikah tersebut, Tergugat
pulang ke rumah orangtua Tergugat sebagaimana pada alamat Tergugat
tersebut di atas, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orangtua
Penggugat tersebut;

4. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah belum
pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, namun saat itu
Penggugat telah mengandung, sehingga di dalam pernikahan Penggugat
dengan Tergugat telah dikaurniai satu orang anak yang bernama anak
pertama (Ik), umur 4 tahun 10 bulan:

5. Bahwa alasan utama Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap
Tergugat adalah lebih kurang sekitar satu jam pasca akad nikah tepatnya
tanggal 31 Mei 2011 Tergugat telah pulang ke rumah orangtua Tergugat,
sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat, dan
sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama lagi sampai
dengan saat gugatan ini diajukan sudah kurang lebih 5 tahun 4 bulan
lamanya;

6. Bahwa dengan keadaan demikian, Penggugat merasa sudah tidak tahan
bersuamikan Tergugat dan Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk
mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu
Penggugat berketetapan hati untuk menggugat cerai Tergugat di
Pengadilan Agama Kisaran;

7. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah
pernah dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut Penggugat bermohon kepada Bapak
Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cqg. Majelis Hakim kiranya dapat
menentukan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan
Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan
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selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai
berikut:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma
(Prodeo);

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);

4. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara;
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan
Tergugat telah dipanggil di tempat tinggal mereka masing - masing, terhadap
panggilan tersebut, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan
Tergugat tidak datang menghadap ke depan persidangan dan tidak menyuruh
orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap,
meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan
ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan
cara menasehati namun tidak berhasil karena Penggugat tetap dalam
pendiriannya untuk melakukan perceraian, oleh karena Tergugat tidak hadir

dalam persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa upaya damai dari Majelis tidak berhasil, maka perkara ini
diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dilanjutkan membacakan gugatan

Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, karena Tergugat tidak hadir, maka tidak dapat didengar
jawaban dari pihak Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya Penggugat telah

mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut:
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A. BUKTI TERTULIS
- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor: 325/25/VI/2011 yang
dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan  Meranti, Kabupaten Asahan , tanggal 31 Mei 2011
bermeterai cukup dan sudah dicocokan dengan aslinya ternyata cocok

dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti P.;

Bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas Penggugat
telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut:

B. BUKTI SAKSI-SAKSI
1. saksi pertama, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Asahan., dibawah

sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah kakak kandung saksi;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat sebagai suami

Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 31 Mei 2011, dan
saksi melihat langsung pernikahan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah
orangtua Penggugat kemudian Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat

di Kabupaten Asahan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, karena

sebelum menikah Penggugat telah hamil terlebih dahulu;

- Bahwa pada saat awalnya pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah tidak ada keharmonisan lagi sebab setelah akad nikah Tergugat telah
pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat pulang ke rumah orangtuanya dan
Tergugat pernah pulang ke rumah orangtua Penggugat hanya untuk
mengambil pakaian Tergugat kemudian pergi lagi dan sejak saat itu antara
Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
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- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran

antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah menasihati dan
mendamaikan Penggugat dan Tergugat bahkan dengan pihak keluarga
Penggugat sudah pernah menanyakan tentang keadaan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat, tetapi orangtua Tergugat menyatakan bahwa saat ini

Tergugat telah pergi;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menerimanya dan tidak
membantahnya;
2. Saksi kedua, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan lbu
rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Asahan., dibawah sumpahnya
telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yng bernama Penggugat karena
bertetangga dekat rumah dengan jarak rumah sekitar 5 Meter;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat sebagai suami
Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 31 Mei 2011, dan
saksi melihat langsung pernikahan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah
orangtua Penggugat kemudian Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat
di Kabupaten Asahan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, karena
sebelum menikah Penggugat telah hamil terlebih dahulu;

- Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak
ada keharmonisan lagi sebab setelah akad nikah Tergugat telah pergi
meninggalkan Penggugat, Tergugat pulang ke rumah orangtuanya dan
Tergugat tidak pernah pulang ke rumah orangtua Penggugat dan menurut
keluarga Tergugat bahwa saat ini Tergugat telah menikah lagi dengan
perempuan lain dan tinggal di daerah Rampabh;

- Bahwa sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak
pernah bersatu lagi;
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- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah menasihati dan
mendamaikan Penggugat dan Tergugat bahkan dengan pihak keluarga
Penggugat sudah pernah menanyakan tentang keadaan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat, tetapi orangtua Tergugat menyatakan bahwa saat ini
Tergugat telah pergi;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat menerimanya dan tidak

membantahnya.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan
dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada
gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang
termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak

terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada
pokoknya seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Gugat Cerai dan tentang
Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang
memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan
perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu
berdasarkan Pasal Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Penggugat mempunyai
legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara

resmi dan patut tidak datang menghadap di depan persidangan dan tidak
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menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak
disebabkan sesuatu halangan yang sah serta gugatan Penggugat beralasan
dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang dipanggil secara resmi dan
patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak
hadir, dan sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg maka perkara ini dapat
diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati
Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali dalam rumah tangganya
dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan dan oleh karena
Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 mediasi tidak dapat
dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah
karena sejak akad nikah Tergugat sudah meninggalkan Penggugat dan tidak
pernah kembali lagi dan jika ditanyakan kepada pihak keluarga Tergugat,
keluarga Tergugat menyatakan bahwa Tergugat tidak diketahui karena telah
pergi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak
hadir dipersidangan sekalipun Majelis Hakim telah memanggil Tergugat untuk
hadir, sehingga dengan ketidakhadiran Tergugat untuk memberikan jawaban
atas gugatan Penggugat Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak
membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak membantah alasan-alasan
gugatan Penggugat, karena perkara ini tetang perceraian yang didasarkan
ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan
Pasal 19 huruf f Kompilasi Hukum Islam maka untuk meyakinkan Majelis Hakim
akan kebenaran gugatan Penggugat maka Majelis Hakim tetap membebani
wajib bukti kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg jo.
Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya
Penggugat mengajukan bukti tertulis P. dan dua orang saksi yang akan
dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:
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Menimbang, bahwa bukti P Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:
325/25/V1/2011, yang dikeluarkan tanggal 31 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh
pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan telah dicocokan dengan aslinya
oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat,
dan berdasarkan bukti P. tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat
masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang keduanya
merupakan orang dekat Penggugat sebagaimana memenuhi ketentuan Pasal
22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 yang menjelaskan latar
belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya dan
berdasarkan pengetahuannya sendiri dan bersesuaian satu sama lainnya,
sesuai maka berdasarkan pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 Rbg keterangan
saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian dan dapat
diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan jika dihubungkan dengan
bukti P. dan keterangan saksi-saksi di atas, maka ditemukan beberapa fakta
hukum yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang
menikah pada tanggal 31 Mei 2011;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak;

- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu
rumah lagi karena setelah ijab kabul Tergugat pulang kerumah orang
tuanya ;

- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah
datang menjumpai Penggugat dan dan sampai sekarang sudah sampai
5 (lima) tahun 4 (empat ) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis
berpendapat dalil-dalii dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti
kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat
dipandang telah sampai pada kondisi pecah yang sudah sulit untuk disatukan
serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;
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Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat
dapat dilihat dari fakta di mana Penggugat telah pisah tempat tinggal dengan
Tergugat selama kurang lebih 5 (lima) tahun 4 (empat) bulan lamanya serta
upaya damai yang dilakukan baik oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan
perkara ini maupun oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil dan Penggugat
menyatakan tetap pada gugatannya dengan demikian hal tersebut merupakan
indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sukar untuk
disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah
tangga sebagai mana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa disyari‘atkan permikahan sebagai mitsaqon gholidon
mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga
yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikendaki oleh Al-Qur'an
Surat Ar- Rum 21 dan Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3
Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan sulit diwujudkan sehingga
perceraian bagi keduanya merupakan solusi untuk mengakhiri kemelut rumah
tangoa;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas
dan berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,
juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, juncto Pasal 149 Rbg. Maka
majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan
beralasan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan dan diputus dengan
menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat sesuai
dengan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal
147 Kompilasi Hukum Islam, maka majelis Hakim perlu menambah amar
putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama
Kisaran untuk mengirimkan satu helai Salinan Putusan yang telah berkekuatan
hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi
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tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat dilangsungkannya
pernikahan mereka, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50
Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini

dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

hukum syara' yang berkitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan
salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai
Pencatat Nikah pada kantor Urusan Agama Kecamatan Pulo Bandring
Kabupaten Asahan dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan
Agama Kecamatan Meranti Kabupaten Asahanuntuk dicatat dalam daftar
yang telah disediakan untuk itu;

5. Membebankan membayar biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan

Agama Kisaran tahun 2016 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Agama Kisaran pada hari Rabu, tanggal 02 Nopember 2016
Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1438 Hijriyah, oleh kami Dra.
Shafrida, S.H sebagai Ketua Majelis, Hj. Devi Oktari, S.HIl., M.H dan Mardha
Areta, S.H,, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana dibacakan
pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis
tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Salbiah
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Tanjung, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa
hadirnya Tergugat.
Hakim Anggota Ketua Majelis

Hj. Devi Oktari, S.HI., M.H Dra. Shafrida, S.H
Hakim Anggota

Mardha Areta, S.H

Panitera Pengganti

Salbiah Tanjung, S.HI
Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 240.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 300.000,00

(‘tiga ratu ribu rupiah)
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